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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Keleluasaan petugas pencatatan administrasi kependudukan keleuasaannya 

dibatasi menurut Undang-undang Administrasi Kependudukan dan adanya 

penyertaan (deelneming) Pasal 55 KUHP bersama dengan pemohon 

penerbitasn SKAW yang berstatus sipil dalam ranah yang diatur dalam Pasal 

416 juncto 263 juncto 266 KUHP, aturan penyelesaian administrasi public dan 

ranah Pidana akan berdampak pada alat bukti yang akan dihadirkan dalam 

persidangan Pidana. 

2. Kendala Dan Upaya 

a. Kendala Aparatur sipil camat dan lurah sebagai pemegang diskresi / freies 

ermessen berdasarkan Pasal 58 Ayat (4) Undang-undang kependudukan 

adalah terkait sulitnya mempertimbangkan penetapan penyelesaian 

pemalsuan SKAW dengan mengakomodir sipil sebagai bagian dari 

penyertaan tindak pidana pemalsuan, kondisi ini juga menjadi kendala 

yang sama dengan JPU dalam melakukan pembuktian Pasal 266 KUHP 

karena karakter Pasal 55 tentang penyertaan harus menghadirkan petugas 

pencatatan sebagai terperiksa. 

b. Upaya hukum terhadap diterapkannya Pasal 263 juncto 266 KUHP 

mengupayakan daya akomodatif penyelesaian secara administratif  
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berdasarkan Pasal 58 Ayat 4 UU Administrasi Kependudukan sebagai 

dasar pengecualian dan meringankan. 

B. Saran 

1. Penegakan hukum terhadap petugas pencatatan administrasi kependudukan 

oleh atasan yang memiliki kewenangan freires ermessen dalam penyelesaian 

perkara penyertaan Pasal 55 KUHP juncto  Pasal 416 juncto 263 juncto 266 

KUHP harus dapat memiliki efek jera meskipun hanya dikategorikan sebagai 

kelalaian pencatatan administratif. 

2. Kendala dan Upaya 

a. Kendala JPU dalam melakukan pembuktian perbuatan seorang sipil yang 

menyuruh pada petugas kelurahan dan kecamatan untuk membuat SKAW 

dinilai membutuhkan putusan PTUN untuk menguatkan putusan peradilan 

Pidana.  

b. Upaya hukum administrasi pemerintahan selayaknya dapat 

mengakomodasi Umi masitoh dan Abdurahman sebagai bagian dari upaya 

pencegahan terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan Agar pemerintahan 

kelurahan dan kecamatan dalam pembentukan atau menerbitkan SKAW 

dapat terintegrasi dengan 7 instansi yang mengesahkan SKAW.
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